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ABSTRAK

Notaris dalam menjembatani kepentingan ahli waris dengan pihak lain berupa pengantar untuk dipakai dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan yaitu pembuatan Surat Keterangan Waris. Menurut undang-undang Jabatan Notaris tidak secara tegas notaris berwenang membuat akta waris, namun dalam praktiknya surat keterangan waris dapat dipakai sebagai pendaftaran tanah. Dalam penelitian ini identifikasi masalah sebagai berikut: bagaimana kepastian hukum hak ingkar bagi notaris berdasarkan undang -undang jabatan notaris? bagaimana implementasi hak ingkar bagi notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris?
Dalam penelitian digunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yuridis normatif dalam kajian ini, melalui dua tahapan yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
Hasil penelitian adalah Kewenangan Notaris dalam membuat Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris berupa surat keterangan waris menurut undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris hanya diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, maka surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi pembuktian akta keterangan waris dalam bentuk akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris.

Kata Kunci: Notaris, kewenangan, surat keterangan waris










ABSTRACT

Notaries in bridging the interests of the heirs with other parties in the form of an introduction to be used in the transfer of land rights due to inheritance, namely the making of a Certificate of Inheritance. According to the law, the Notary Position is not expressly authorized by the notary to make an inheritance deed, but in practice the inheritance certificate can be used as a land registration. In this study, the following problems are identified: what is the legal certainty of the right of refusal for notaries based on the law of the notary office? How is the implementation of the right of default for notaries based on the Law on the Notary Position?
In the study, a descriptive research method of analysis with a normative juridical approach was used, namely testing and examining secondary data obtained in the field. The normative juridical approach in this study goes through two stages, namely, literature study and field study. The data analysis used is qualitative juridical analysis, that is, the data obtained is then compiled systematically, comprehensively, and integrally to achieve clarity of the problem to be discussed.
The result of the research is the Notary's Authority in making a Certificate of Proof as an Heir in the form of an inheritance certificate according to the Law on the Notary Position. The authority of the Notary in making a certificate of inheritance is only regulated in the provisions of Article 111 paragraph (1) letter c number 4 of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Thus, the inheritance certificate made by the Notary is an authentic deed based on Article 1868 of the Civil Code. In terms of proof, the deed of inheritance in the form of an authentic deed has a perfect evidentiary value because it is made in the presence of an authorized official, namely a Notary.

Keywords: Notary, authority, inheritance certificate
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